KETIGA Dalam hal pelaksanaen pendidikan temyats imbul kerugian terhadap pihak
Jain atau peserta didik yang mengakibatkan terheatiny pendidikan, moka
segala resiko yane timbul sepenubiiva mienjadi tangaung jawab pikek
pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkai dan aiau batal demi
hubkum,

KEEMPAT Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas kefentuan dalam keputusan ini
yang dapat menugikan kewibawaan pemerintzh baik sengaja maupun tidak
sengaja, maka keputusan ini batal atay batal demi hukum_

KELIMA Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan

dabh apapun sobelum adunya persetjusn deri Pemerinah Dasrsh

Kabupaten Hogar

KEENAM Keputusan ini mulal berluku pada tanggal ditetapkan
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. | Desa Teagah Kec. Cibinong Telp 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nemaor: 421.1/ 283 - Disdik / 2009

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

tMenimbang

tengingat

PAUD TUNAS BANGSA

M. Perumahan Pondak Barnbu Kuning Bok C. 1/2, RI, 3/14

Kelurahon Bojonggede Kecamatan Sojonggeds

La,

Kabupalen Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Bohwa cdalam  wpoyo meningkatkan dan pemeraloon
pendidikan  kepoda  mosyargkal,  serin mewujudkan
pelaksanaon pendidkan usia dini, pedu membesdikan lzin
Cperasiontl  Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
[PALD Tunos Bangso yang bedokasi di I, Perumation pondok
Bombu  Kuning  Blok CI/2 R 3/14  Desa/Kelurohan
Sajonggeds Kecomalan Bojonggedes Kobupalen Bogor

Bahwa berdasarkan perimbangan sebagoimann dimaksud
dolom hurul o, pely menstopkan Kepulusan Kepola Dinas
Pendidikan lentang fin Pendinan Anak Usia Dini ¢ PAUD Tunas
Bargsa yang berdokosi i 1l Pewmahon Pondek Bomby
Kuring Blok C1/7 R 3{14 Desa/Kelyiohan Bojonggede
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Undarig-Undang Momor 14 Tahun 1950 fenfang Pemenniah
Daerah Kabupalen dolom Lingkungon Juwa Baral {Lemaaran
Megara Republic indonesia Tohun 1950 Nomor 8);

Undang - Undong Momor 20 tohun 2003 fenfang Sstem
Fendidikan nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Noma 75,
fambahan lembaran Negore Republik Indanesio Momor
30

Undarig-Lindang Na. 20 fahun 2003 tentang Sidem Pendidikan
Nosional Pasal 28 |

Peroluran Femeriniah Ma. 7| fohun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah (PLS). Peroturan Pemerintoh No. 27 lahun 1990
tentang Pendidikan Pra Sekolah



Memperhatikan

MEMETUSK AN
Menctapkan
KESATIF

Krmua

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomar 58 tahun 2000
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PALIL),

Eepulusan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 060/U2002 fanggal 26
Apnl 2002 tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor § ).

Peraturan Bupati No 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisssi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 11}

Peraturan Bupati Bogor Momor 41 tabun 2015 wnang “Tata Cara
Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dsn Pencabutan [2in Sekolah:
Kepulusan  Bupate  Bogor tentang  Pendelegasian  Kewenangan
P .

an um

datang: Dakumen I

Kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  Nomer 188 Kps:Huks 2005

wnggal 30 Mei 2005

Sutal permahonan  izin Operasional  dart

Nomer - Perihal Pengajuan lzin Oprasional PAUD Tunas Rangsa.
Penilaian Uni Kelavakan vang dilakuban alel Penilik UPT  Pendiditan

PALI TR SDUSMP Dings Pendidiban hecams

2 Neavember 2oy

Mumbiestkan L Operasional Penyelenenaraan hepada
Nama PAUD = TUNAS BANGSA
Jenis PAUD ;KB
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